V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda pada perkara tindak
pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran Studi dalam
Perkara Nomor: 25/Pid. TPK/2013/PN.TK adalah perbuatan pelaku tidak terbukti
sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum. Selain itu Terdakwa dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan
kendaraan dinas Bupati Pesawaran dan tidak menerima hasil atau keuntungan
atas pembelian kendaraan dinas tersebut, dalam perkara ini Terdakwa diputus
bebas. Sementara itu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan
26/Pid. TPK/2013/PN.TK adalah perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak
pidana korupsi, merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan semangat
pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam perkara ini terdakwa dipidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan membayar denda sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Disparitas pidana dalam dalam Perkara Nomor: 25/Pid. TPK/2013/PN.TK dan

26/Pid. TPK/2013/PN.TK belum memenuhi rasa keadilan substantif. karena
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tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya
penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang
terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau
mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai
dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak
menciderai rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak

pidana korupsi.

B.Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang
diharapkan untuk lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap
pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai
dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah
daerah hendaknya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan
ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini
penting dilakukan dalam rangka meminimalisasi terjadinya tindak pidana

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.



